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          Kabupaten Magelang resmi menetapkan aturan baru tentang jalur 
evakuasi bencana Gunung Merapi melalui Keputusan Bupati Magelang 
Nomor 180.182/454/KEP/46/2025. Kebijakan ini menjadi langkah penting 
untuk memastikan keselamatan warga di daerah rawan, terutama yang 
tinggal di lereng dan sekitar kawasan Merapi. Dalam artikel ini, kita akan 
membahas latar belakang keputusan tersebut, isi utamanya, manfaat bagi 
masyarakat, serta apa saja yang perlu dilakukan agar jalur evakuasi benar-
benar berfungsi saat dibutuhkan. 

A. Kenapa Jalur Evakuasi Perlu Diperbarui? 

          Siapa pun yang tinggal di sekitar Merapi pasti paham bahwa 
gunung ini dikenal aktif dan tidak bisa ditebak. Aktivitas vulkanik yang 
fluktuatif membuat pemerintah daerah harus selalu memperbarui 
dokumen mitigasi bencana, termasuk jalur evakuasi. 

          Ada beberapa alasan penting mengapa jalur evakuasi terus 
disempurnakan: 

1. Aktivitas Merapi yang tinggi 

Merapi sering menunjukkan peningkatan aktivitas dan sewaktu-
waktu bisa mengeluarkan awan panas, lahar, atau letusan. Karena 
waktu respon harus cepat, jalur evakuasi perlu jelas dan mudah 
diikuti. 

2. Agar evakuasi tidak kacau 

Tanpa jalur resmi, warga bisa panik, salah arah, atau bahkan masuk 
ke zona lebih berbahaya. Jalur yang jelas membantu evakuasi lebih 
tertib. 
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3. Belajar dari pengalaman 

Beberapa kejadian sebelumnya memperlihatkan bahwa peta jalur 
evakuasi harus terus diperbarui mengikuti kondisi jalan, 
pemukiman, hingga perkembangan wilayah. 

          Dengan dasar inilah keputusan bupati diterbitkan sebagai 
payung hukum yang mengikat semua pihak. 

B. Apa Saja Isi Utama Keputusan Bupati Magelang? 

Walau dokumen resminya bersifat teknis, berikut ringkasan poin 
penting yang umumnya tertuang dalam aturan jalur evakuasi: 

1. Penetapan Jalur Evakuasi Resmi 

Beberapa rute utama dari kawasan rawan Merapi ditetapkan 
sebagai jalur evakuasi. Rute-rute ini menjadi jalan yang harus 
digunakan warga ketika sirene bencana berbunyi atau ada instruksi 
evakuasi dari BPBD. 

2. Penandaan Jalur dengan Rambu 

Jalur yang dipilih wajib dipasang papan petunjuk, tanda arah, dan 
rambu yang mudah dibaca. Tujuannya agar warga tidak bingung 
saat bergerak menuju titik aman. 

3. Penentuan Titik Kumpul dan Zona Aman 

Setiap desa di area rawan memiliki titik kumpul yang sudah 
ditetapkan. Dari sini, warga akan diarahkan ke zona aman seperti 
gedung evakuasi, lapangan terbuka, atau area yang jauh dari 
ancaman awan panas dan lahar. 

4. Pembagian Tugas Antar Instansi 

Keputusan ini memperjelas siapa yang bertanggung jawab dalam 
proses evakuasi: 

a. BPBD mengoordinasikan jalur dan peringatan dini 

b. Pemerintah desa menggerakkan warga 

c. Petugas SAR dan relawan membantu pengamanan dan 
transportasi 

d. Dinas terkait memastikan jalan dan rambu dalam kondisi baik 

5. Kewajiban Sosialisasi ke Masyarakat 

Tidak cukup hanya menetapkan jalur. Pemerintah daerah wajib 
menyosialisasikan peta, rute, dan titik aman kepada warga. 
Sosialisasi bisa dilakukan lewat pertemuan warga, pamflet, sekolah, 
hingga media sosial. 

6. Pemeliharaan Jalur Evakuasi 

Jalur evakuasi wajib dirawat. Jika ada kerusakan jalan, rambu 
hilang, atau tertutup material, pemerintah desa dan dinas terkait 
harus segera memperbaiki. 
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C. Dampak Positif bagi Warga dan Pemerintah Daerah 

          Penetapan jalur evakuasi ini bukan sekadar administrasi, tetapi 
membawa sejumlah dampak nyata, antara lain: 

1. Evakuasi Lebih Cepat dan Terarah 

Saat terjadi bencana, waktu adalah segalanya. Jalur yang jelas 
membantu warga bergerak cepat ke lokasi aman tanpa kebingungan. 

2. Mengurangi Kepanikan 

Panik bisa memperlambat evakuasi dan membahayakan banyak 
orang. Dengan mengetahui rute sejak awal, warga lebih siap 
menghadapi situasi darurat. 

3. Memperkuat Gotong Royong 

Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, relawan, dan 
masyarakat. Koordinasi saat evakuasi menjadi lebih solid. 

4. Mendukung Pembangunan Berbasis Mitigasi 

Perencanaan wilayah, pembangunan jalan, hingga aktivitas 
masyarakat dapat disesuaikan dengan peta risiko bencana, sehingga 
Kabupaten Magelang lebih tangguh di masa mendatang. 

D. Tantangan di Lapangan 

          Meskipun keputusan ini sangat penting, ada beberapa tantangan 
yang bisa muncul dalam penerapannya: 

1. Kurangnya kesadaran warga 

Tidak semua orang terbiasa membaca peta evakuasi atau menghadiri 
sosialisasi. Ini bisa membuat informasi jalur tidak sampai ke seluruh 
warga. 

2. Kondisi jalan di lapangan 

Beberapa jalur di desa rawan memiliki akses sempit atau rawan 
longsor. Jika tidak dirawat, evakuasi bisa terhambat. 

3. Rambu yang rusak atau hilang 

Cuaca ekstrem, vandalisme, atau perubahan lingkungan bisa 
membuat rambu evakuasi tidak bisa dibaca lagi. 

4. Letusan yang dinamis dan sulit diprediksi 

Situasi Merapi bisa berubah cepat. Rute yang aman hari ini bisa 
menjadi tidak aman besok. 

          Karena itu, jalur evakuasi harus didukung dengan sistem 
peringatan dini, latihan rutin, dan pemantauan jalan. 

E. Apa yang Perlu Dilakukan Setelah Keputusan Ini Keluar? 

          Agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai dokumen saja, beberapa 
langkah penting perlu dilakukan: 
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1. Sosialisasi Massal 

Pemerintah daerah, kecamatan, dan desa perlu turun langsung 
memperkenalkan peta jalur evakuasi ke masyarakat. Kampanye 
bisa dilakukan lewat pertemuan warga, sekolah, baliho, video 
pendek, hingga media sosial. 

2. Latihan Evakuasi 

Simulasi evakuasi sangat penting agar warga terbiasa. Minimal satu 
kali dalam setahun harus dilakukan latihan di setiap desa rawan 
bencana. 

3. Memastikan Jalur Selalu Siap Digunakan 

Pemerintah wajib mengecek kondisi jalan. Jika rusak atau terhalang 
material, harus segera dibersihkan atau diperbaiki. 

4. Pelibatan Relawan Lokal 

Tim relawan desa, karang taruna, dan komunitas pecinta alam bisa 
terlibat sebagai pendamping warga saat kondisi darurat. 

5. Evaluasi Berkala 

Peta dan rute evakuasi tidak boleh statis. Evaluasi perlu dilakukan 
setiap beberapa bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan 
lingkungan. 

Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/454/KEP/46/2025 
menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat 
menghadapi potensi bencana Gunung Merapi. Kebijakan ini bukan hanya 
memetakan jalur evakuasi, tetapi juga memperkuat koordinasi, memastikan 
rambu jelas, dan mendorong budaya siap bencana di tingkat desa hingga 
kabupaten. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, relawan, dan 
masyarakat, jalur evakuasi ini dapat benar-benar menjadi penyelamat saat 
bencana datang. Harapannya, keputusan ini membawa Kabupaten 
Magelang semakin aman, tangguh, dan siap menghadapi segala 
kemungkinan aktivitas Merapi. 
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